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Menimbang 
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bahwa sesuai hasil Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tahun 2018 – 2019 ; 
 

bahwa untuk maksud pada huruf a konsideran ini, perlu 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu 
sungai Selatan ; 
 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara; 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 
 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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1.  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; 
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1.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah; 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaiman telah diatur beberapa kali, diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2005 - 2025; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Tahun 2014 - 2018; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 

13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 

Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan; 
 

Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 387 
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2014-2018; 
 

 
 
 

 
 

 

 



MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan 
 

PERTAMA 
 
 

 
 

KEDUA 
 
 

 
KETIGA 

: 
 

: 
 
 

 
 

: 
 
 

 
: 

 
 

Menyatakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 -2023 
sesuai dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah 

yang baru. 
 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Tahun 2014 -2018 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari keputusan ini. 

 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
       Ditetapkan di Kandangan 

                Pada tanggal  1 Maret 2017 
 
 

 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, 

 
Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA 

NIP. 19660722 199303 2 006 

 
 


